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Faizal, Ade. Penerapan Hukum Tindak Pidana Menghancurkan dan Merusak 
Barang Milik Orang Lain Tanpa Memiliki Hak (Studi Kasus Pada Putusan 
Pengadilan Negeri Slawi Nomor 38/Pid.B/2019/PN Slw). Skripsi. Tegal: Program 
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2021. 
Konsekuensi dalam hidup bermasyarakat, manusia dituntut untuk 
mengendalikan perilakunya. Perilaku tanpa pengendalian dan kesadaran untuk 
membatasi perilaku dapat berpotensi merugikan kepentingan orang lain dan 
kepentingan umum. Peran hukum sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai warga negara, baik 
hubungan antara sesama manusia, dengan kebendaan, dengan alam sekitar dan 
dengan Negara. Tetapi kenyataannya tidak sedikit seseorang melanggar hukum 
atau melakukan suatu tindak pidana pengrusakan. 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pengaturan hukum 
tindak pidana pengrusakan dan penghancuran benda dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana dan penerapan hukum tindak pidana menghancurkan dan merusak 
barang milik orang lain tanpa memiliki hak pada putusan nomor 
38/Pid.B/2019/PN Slw. Jenis penelitian menggunakan penelitian kepustakaan 
dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Sumber data utamanya adalah data 
sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan 
metode berpikir deduktif. 
Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Pengaturan hukum tindak pidana 
pengrusakan dan penghancuran benda dalam kitab undang-undang hukum pidana 
diatur dalam Buku II KUH Pidana, BAB V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban 
Umum yaitu pada Pasal 170 dan Bab XXVII tentang Menghancurkan atau 
Merusakkan Barang yang dimulai dari Pasal 406 sampai Pasal 412 KUH Pidana. 
Pengrusakan dalam KUH Pidana tergolong dalam kejahatan. Penerapan hukum 
tindak pidana menghancurkan dan merusak barang milik orang lain tanpa 
memiliki hak pada putusan nomor 38/Pid.B/ 2019/PN Slw sudah tepat dan sesuai 
serta didasarkan pada alat bukti yang sah berupa keterangan saks-saksi, 
keterangan terdakwa dan barang bukti sehingga didapat fakta-fakta yang 
terungkap, serta terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang 
didakwakannya. Adapun penerapan hukum tindak pidana menghancurkan dan 
merusak barang milik orang lain tanpa memiliki hak pada putusan nomor 
38/Pid.B/2019/PN Slw yaitu dengan Pasal 406 Ayat (1) KUHP, bahwa perbuatan 
terdakwa telah terbukti tanpa hak menghancurkan dan merusak barang milik 
orang lain. 
 




Faizal, Ade. Application of the Criminal Act of Destruction and Destruction of 
Property of Others without Having Rights (Case Study on the Decision of the 
Slawi District Court Number 38/Pid.B/2019/PN Slw). Skripsi. Tegal: Law Study 
Program, Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal. 2021. 
As a consequence in social life, humans are required to control their 
behavior. Behavior without control and awareness to limit behavior can have the 
potential to harm the interests of others and the public interest. The role of law is 
very important in the life of the nation and state to regulate community relations 
as citizens, both relations between humans, materials, with the surrounding 
environment and with the State. But in reality, not a few people break the law or 
commit a criminal act of vandalism  
The purpose of this research is to describe the legal arrangements for the 
destruction and destruction of objects in the Criminal Code and the application of 
the criminal act of destroying and destroying the property of others without 
having the right to decision number 38/Pid.B/2019/PN Slw. This type of research 
uses literature research with a normative juridical legal approach. The main data 
source is secondary data. The data analysis used is qualitative data analysis with 
deductive thinking method  
The results of this study concluded that the legal arrangements for the 
destruction and destruction of objects in the criminal law book are regulated in 
Book II of the Criminal Code, Chapter V concerning Crimes against Public Order, 
namely in Article 170 and Chapter XXVII concerning Destroying or Damaging 
Goods starting from Article 406 to Article 412 of the Criminal Code. Damage in 
the Criminal Code is classified as a crime. The application of the criminal act of 
destroying and destroying the property of other people without having the right to 
decision number 38/Pid.B/2019/PN Slw is correct and appropriate and is based on 
valid evidence in the form of testimony from witnesses, testimony from the 
defendant and evidence so that The facts were revealed, and the defendant had 
fulfilled the elements of the article he was accused of. As for the application of the 
criminal act of destroying and damaging other people's property without having 
the right to the decision number 38/Pid.B/2019/PN Slw, namely by means of 
Article 406 Paragraph (1) of the Criminal Code, that the defendant's actions have 
been proven without the right to destroy and damage property. other people 
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A. Latar Belakang  
Indonesia merupakan sebuah masyarakat majemuk, dimana ciri 
kemajemukan masyarakat Indonesia ditekankan pada pentingnya kesuku 
bangsaan berwujud dalam bentuk komuniti-komuniti suku bangsa dan 
digunakannya kesukubangsaan sebagai acuan utama jati diri bangsa. Konflik-
konflik pun sering terjadi dalam proses mengikuti prinsip demokrasi yang 
harus sesuai hukum atau aturan yang adil dan beradab.1 
Sistem atau tata nilai yang dianut masyarakat Indonesia berbeda-beda 
sebagai salah satu sumber utama setiap suku bangsa yaitu budaya yang 
membentuk sikap mental atau pola berfikir masyarakatnya. Sikap mental 
tersebut mempengaruhi dan membentuk pola tingkah laku dalam berbagai 
aspek kehidupannya.2 Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan 
atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan.3 Dengan demikian seluruh 
kegiatan pergaulan hidup manusia di masyarakat dalam proses interaksi dan 
interelasi antara manusia satu dengan yang lainnya di dalam kehidupan 
bermasyarakat tidak lepas dari aturan-aturan hukum yang berlaku. 
Konsekuensi dalam hidup bermasyarakat, manusia dituntut untuk 
mengendalikan perilakunya. Perilaku tanpa pengendalian dan kesadaran untuk 
                                                 
1 Marpaung, Leden, Kejahatan  terhadap  Kesusilaan,  Jakarta: Sinar  Grafika, 2004, 
hlm. 20. 
2 Nassaruddin, Ende Hasbi, Kriminologi, Bandung: Pustaka Setia, 2016, hlm. 145. 
3 Rahman, A. Rasyid, Pendidikan Kewarganegaraan, Makasar: UPT MKU Universitas 




membatasi perilaku dapat berpotensi merugikan kepentingan orang lain dan 
kepentingan umum. Peran hukum sangat penting dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai warga negara, 
baik hubungan antara sesama manusia, dengan kebendaan, dengan alam 
sekitar dan dengan Negara. Tetapi kenyataannya tidak sedikit seseorang 
melanggar hukum atau melakukan suatu tindak pidana, seperti pada kasus 
Nomor 38/Pid.B/2019/PN Slw yang menjadi penelitian ini. 
Awalnya antara terdakwa dan saksi Darus bin. Sunadi terjadi cek-cok 
karena ada permasalahan diantara keduanya. Karena terdakwa masih merasa 
emosi, pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 03.30 wib 
terdakwa melampiaskan emosinya tersebut. Terdakwa Teguh Santoso Bin 
Kaswad awalnya datang ke rumah korban Saksi Darus Bin Sunadi untuk 
menemuinya. Namun saksi korban sedang tidak ada di rumahnya karena 
sedang melaksanakan tugas pekerjaannya sebagai penjaga malam. Oleh 
karena tidak berhasil menemui Saksi Darus Bin Sunadi, terdakwa semakin 
merasa emosi. Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Darus Bin Sunadi 
yang terparkir di depan rumahnya, sehingga timbul niat untuk membakar 
sepeda motor Suzuki Sogun tersebut.  
Terdakwa kemudian langsung membakar sepeda motor Suzuki Sogun 
warna hitam dengan lebih dulu menumbangkan sepeda motor sehingga bensin 
yang ada di dalam tanki bensin keluar. Terdakwa lalu membakarnya dengan 
menggunakan korek api warna biru merk G 2000 miliknya sehingga sebagian 




Kaswad langsung merusak kaca jendela rumah bagian depan dan bagian 
kamar serta merusak 2 (dua) bolam lampu teras rumah korban merk TIKI. 
Terdakwa melakukannya dengan cara menghantam atau memukul dengan 
bambu yang panjangnya kira-kira 3 meter dengan diatemer 8 cm yang 
terdakwa temukan di sekitar rumah tersebut. Perbuatan terdakwa diketahui 
oleh saksi Saripah dan saksi Warudin, kemudian saksi Warudin menyuruh 
terdakwa untuk pulang dan saksi Warudin memadamkan api yang membakar 
sebagian sepeda motor milik saksi Darus. 
Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum 
dengan ancaman berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggar tersebut. 
Perbuatan pidana dapat juga dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu 
aturan dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa 
larangan ditujukan pada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang 
ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu).4 Salah satu 
jenis tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUH Pidana) adalah tindak pidana perusakan terhadap barang. 
Kata “pengrusakan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak dapat 
diartikan sendiri, namun kata “rusak” berarti sudah tidak sempurna (baik, 
utuh) lagi, juga dapat berarti hancur atau binasa. Jadi, pengrusakan bias berarti 
proses, cara, dan perbuatan menghancurkan atau merusakkan yang dilakukan 
oleh orang atau sekelompok orang terhadap barang orang lain sehingga 
                                                 




menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi.5 Soesilo memberikan penafsiran 
mengenai pengrusakan dan memberikan batasan-batasan yang termasuk 
kategori tindak pidana pengrusakan agar supaya tindak pidana pengrusakan 
dapat dihukum. Unsur-unsur pengrusakan sebagai berikut:  
1. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan membuat sehingga 
tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang. 
2. Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja 
dan dengan melawan hukum. 
3. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.6 
Selain itu, barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai 
bagi masyarakat, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat 
mengganggu ketenangan masyarakat. Kejahatan dalam keberadaannya 
dirasakan sangat meresahkan, di samping itu juga mengganggu ketertiban dan 
ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk 
menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan 
terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. 
Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, merupakan acuan 
yang mendasar dalam menerapkan hukum pidana atau biasa juga disebutkan 
sebagai pedoman dan jantung dalam hukum pidana. Sedangkan dasar dapat 
dipidananya pembuat adalah asas kesalahan, itu berarti bahwa pembuat 
perbuatan pidana hanya akan dipidana jika seseorang mempunyai kesalahan 
                                                 
5 Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Nyawa, dan Tubuh, dan 
Kesehatan, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.158-159. 
6 Soesilo. R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya. Bogor: 




dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan 
mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.7 
Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan 
kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun 
tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang 
terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan 
kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.8 Kebijakan 
penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana, 
maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif 
harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan 
sosial itu berupa social welfare dan social defence. 
Berdasarkan uraian di atas, tindak pidana kejahatan yang dilakukan 
seseorang membuat kekhawatiran masyarakat. Segala tindak kejahatan perlu 
diadili dalam persidangan demi terciptanya kepastian hukum dalam 
masyarakat. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat 
dari sudut orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi dalam kasus-kasus 
tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban sebagai orang yang dirugikan 
dalam tindak pidana tersebut. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih 
mendalam “Penerapan Hukum Tindak Pidana Menghancurkan dan Merusak 
Barang Milik Orang Lain Tanpa Memiliki Hak (Studi Kasus Pada Putusan 
Pengadilan Negeri Slawi Nomor 38/Pid.B/2019/PN Slw.)” 
                                                 
7 Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 186. 




B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, untuk 
membatasi melebarnya permasalahan penelitian, maka penulis perlu 
merumuskan permasalahan penelitian. Rumusan masalahnya sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pengrusakan dan 
penghancuran benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? 
2. Bagaimana penerapan hukum tindak pidana menghancurkan dan merusak 
barang milik orang lain tanpa memiliki hak pada putusan nomor 
38/Pid.B/2019/PN Slw? 
C. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak 
dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mendeskripsikan pengaturan hukum tindak pidana pengrusakan dan 
penghancuran benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
2. Untuk mengkaji penerapan hukum tindak pidana menghancurkan dan 
merusak barang milik orang lain tanpa memiliki hak pada putusan nomor 
38/Pid.B/2019/PN Slw. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para 
pembaca dan kontribusi di bidang ilmu hukum baik secara teoritis maupun 
praktis. Adapun manfaat dari penelitian secara teoritis maupun dari secara 




1. Secara teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan 
pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum tindak pidana pengursakan 
barang dan menjadi sumber referensi baru dalam bidang keilmuan hukum 
pidana untuk kajian studi dalam perkembangan ilmu hukum terutama 
menyangkut tindak pidana pengrusakan serta dapat dijadikan rujukan atau 
perbandingan bagi penelitian sejenis selanjutnya.  
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan informasi 
dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi pihak yang berkompoten 
dalam mengemban penegakan hukum demi terciptanya suasana yang 
menjamin kepastian hukum serta memberi pemahaman kepada masyarakat 
tentang hukum pidana pengrusakan sehingga masyarakat sadar dalam 
pencegahan tindakan pengrusakan. 
E. Tinjauan Pustaka  
Kevin melakukan penelitian dengan judul “Tindak Pidana Perusakan 
Barang dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 619 K/PID/2017)”9. Penelitian ini 
dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana 
perusakan barang dalam Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana dan praktik 
penerapan tindak pidana perusakan barang (Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana) 
dalam putusan Mahkamah Agung No. 619 K/Pid/2017. Metode yang 
digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. 
                                                 
9 Kevin, Kembuan Bryan, “Tindak Pidana Perusakan Barang dalam Pasal 406 Ayat (1) 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 619 




Hasil penelitian disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana 
perusakan barang dalam Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana merupakan perusakan 
barang biasa atau dalam bentuk pokok yang unsur-unsurnya: barang siapa; 
dengan sengaja; dan melawan hukum; menghancurkan, merusakkan, 
membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu; dan yang 
seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Praktik penerapan tindak pidana 
perusakan barang dalam putusan Mahkamah Agung No. 619 K/Pid/2017, 
yaitu peristiwa di mana seseorang telah melakukan take over (pengambilan 
alihan) suatu perusahaan dan kemudian menyebabkan tidak dapat dipakainya 
barang/mesin tertentu dalam perusahaan yang berada di luar perjanjian take 
over itu, maka perbuatan terdakwa tersebut semata-mata merupakan 
wanprestasi yang menjadi persoalan bidang hukum perdata dan bukan 
merupakan tindak pidana perusakan barang. 
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Firdaus dengan judul “Analisis 
terhadap Hambatan Proses Penyidikan Tindak Pidana Perusahakan Fasilitas 
Publik yang Diakibatkan Unjuk Rasa”.10 Tesis ini bertujuan untuk mengetahui 
hambatan proses penyidikan tindak pidana perusakan fasilitas publik yang 
diakibatkan unjuk rasa dan upaya yang dilakukan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia untuk menanggulangi terjadinya perusakan fasilitas publik oleh 
pengunjuk rasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum 
normatif dan Sosiologis. 
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Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum 
normatif dan Sosiologis, diperoleh kesimpulan bahwa hambatan pelaksanaan 
penyidikan tindak pidana perusakan fasilitas publik yang diakibatkan unjuk 
rasa adalah menentukan secara pasti siapa pelaku utamanya, siapa yang 
menyuruh melakukan, siapa yang turut serta melakukan, dan siapakah orang 
yang menganjurkan melakukan, perusakan fasilitas publik dimaksud. 
Kesemuanya itu, harus dapat dibuktikan secara akurat, sah dan meyakinkan. 
Salah satu upaya strategis yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik 
Indonesia untuk menanggulangi terjadinya perusakan fasilitas publik oleh 
pengunjuk rasa adalah dengan menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 
2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan 
Penanagan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.  
Fadilah dan Iqbal meneliti “Tindak Pidana Perusakan Fasilitas 
Perusahaan PT. Semen Indonesia dan PT. Samana Citra Agung.”11 Penelitian 
ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor dan modus operandi tindak 
pidana perusakan fasilitas perusahaan serta menjelaskan proses hukum 
terhadap kasus perusakan fasilitas perusahaan di wilayah hukum Kepolisian 
Sektor Muara Tiga Kabupaten Pidie. Data diperoleh melalui penelitian 
kepustakaan dan penelitian lapangan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi  tindak  pidana  perusakan  fasilitas  perusahaan  berupa  faktor  
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sosial, faktor ekonomi, faktor provokasi dan faktor solidarisitas masyarakat. 
Modus operandi tindak pidana perusakan fasilitas perusahaan adalah 
mengajak/memanaskan suasana, menyiapkan alat perlengkapan perusakan dan 
membakar fasilitas perusahaan. Proses hukum terhadap kasus perusakan 
fasilitas perusahaan dilakukan sesuai dengan hukum positif indonesia dan saat 
ini sedang dalamtahap penyidikan.  
Arliman S., “Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik 
Orang Lain dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial.”12 Tujuan 
penelitian ini bagaimana pertimbangan hakim menjerat pelaku penyuruh 
perusakan dengan mempertimbangkan asas fungsi soial. Penelitian karya 
ilmiah ini berjenis penelitian hukum normatif. Kesimpulan penelitian dapat 
diketahui bahwa hakim sangat mempertimbangkan asas fungsi sosial, 
sehingga putusan ini bukan saja memberikan efek jera kepada JES, tetapi juga 
memberi penegasan keadilan bagi sesama manusia. Dengan pendekatan asas 
fungsi sosial diharapkan hakim dalam memberikan putusan secara netral dan 
melihat fakta-fakta yang diajukan dipersidangan dengan teliti dan dalam 
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F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian penelitian ini adalah penelitian kepusatakaan (library 
research) yaitu penelitian yang kajiannya dilandaskan dengan menelaah dan 
menelusuri berbagai literatur (kepustakaan), baik berupa buku, jurnal, maupun 
laporan hasil penelitian terdahulu.13 Janis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah jenis riset kepustakaan (library research). Penelitian 
kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-
buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari 
berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.14  
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penelitian 
kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah 
dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang 
telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan dan mengambil 
data baik secara tertulis untuk diuraikan, sehingga memperoleh gambaran 
serta pemahaman yang menyeluruh terkait tindak pidana pengrusakan dan 
penghancuran. 
2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian menggunakan metode yang bersifat yuridis 
normatif, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam 
peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau 
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norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.15 
Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan 
sistem norma yang dibangun mengenai asas-asas, norma, kaidah dari 
peraturan-perundangan, putusan pengadilan, peranjian, serta doktrin.16  
Penelitian hukum normatif dilakukan dengan maksud untuk memberikan 
argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar 
atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.17 
Penelitian hukum normatif pada umumnya menggunakan sasaran bahan 
penelitian pada data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif 
dalam arti perumusan pembenaran melalui kualitas norma hukum itu sendiri, 
pendapat-pendapat ahli/doktrin dan pendukung informasi hukum. Data yang 
diperoleh dari bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif 
kualitatif untuk mengetahui pengaturan dan penerapan hukum tindak pidana 
menghancurkan dan merusak barang milik orang lain tanpa memiliki hak pada 
putusan nomor 38/Pid.B/2019/PN Slw. 
3. Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum 
yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan sukum sekunder atau 
studi pustaka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini 
antara lain buku-buku teks, jurnal ilmiah, refrensi statistik, hasil-hasil 
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penelitian, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.18 Sumber 
data yang digunakan penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berasal dari 
data sekunder. Data sekunder yang dimaksud antara lain meliputi bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier berupa norma 
dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain 
sebagainya.19 
a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya mempunyai 
kekuatan mengikat karena dikeluarkan pemerintah.20 Sebagai landasan 
utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana. 
b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang membahas bahan 
primer.21 Pada penelitian ini, yang menjadi bahan sekunder adalah hasil-
hasil penelitian hukum, literatur hukum (buku-buku ilmiah), jurnal 
penelitian terkait dengan tindak pidana pornografi, dan dokumen berupa 
Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 38/Pid.B/2019/PN Slw. 
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang akan melengkapi atau 
menunjang bahan hukum primer dan sekunder.22 Bahan tersier pada 
penelitian ini diantaranya yaitu kamus hukum dan bahan dari internet yang 
berkaitan dengan tindak pidana penyertaan.  
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4. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan 
(library research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data 
dilakukan melalui data tertulis.23 Studi pustaka merupakan langkah awal 
dalam metode pengumpulan data, yang diarahkan kepada pencarian data dan 
informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, 
gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses 
penulisan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi 
lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada 
situasi sosial yang diteliti.24 
Oleh karena sumber data utama berupa data sekunder, yaitu data-data 
tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
studi kepustakaan dan teknik dokumentasi dengan pengkajian informasi 
tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan 
dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. 
5. Metode Analisis Data  
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui 
pendekatan analisis kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam 
bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, 
sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.25 
Analisis dilakukan dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh 
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dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-
ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang 
diteliti. 
Teknik analisis data secara kualitatif dilakukan dengan cara 
mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan 
menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang 
selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan 
dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat 
kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian 
ini. Cara berfikir deduktif, yaitu suatu cara berfikir untuk menganalisis data 
dengan mengurai dan memposisikan sebuah deskripsi yang bersifat general 
(umum) dijabarkan pada uraian yang lebih spesifik (khusus).26 
G. Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan penelitian ini memberikan gambaran tentang isi 
skripsi untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi. 
Berikut sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini. 
Bab I  Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian 
dan sistematika penulisan. 
Bab II  Tinjauan Konseptual. Bab ini memaparkan teori-teori terkait dengan 
permasalahan penelitian, meliputi tinjauan umum tentang penerapan 
                                                 




hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana dan tinjauan umum 
tentang tindak pidana pengrusakan. 
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi hasil penelitian dan 
pembahasan tentang pengaturan hukum tindak pidana pengrusakan 
dan penghancuran benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana dan penerapan hukum tindak pidana menghancurkan dan 
merusak barang milik orang lain tanpa memiliki hak pada putusan 
nomor 38/Pid.B/2019/PN Slw. 
Bab IV Penutup. Terdiri atas kesimpulan terkait dengan hasil penelitian dan 
saran-saran dari penulis. 
17 
BAB II 
TINJUAAN KONSEPTUAL  
 
A. Tinjauan Umum tentang Penerapan Hukum 
1. Pengertian Penerapan  
Penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh 
individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya 
tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan 
adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar 
dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.27 Sedangkan Nugroho penerapan 
adalahcara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang dinginkan.28 
Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara 
individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah 
dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil.29 Menurut 
Ali penerapan adalah mempraktekkan, memasangkan, atau pelaksanaan.30 
Penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, 
penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal 
lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang 
diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan 
tersusun sebelumnya. 
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Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan 
bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, 
tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung 
arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu 
kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan 
acuan norma atau aturan-aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. 
 
2. Pengertian Hukum  
Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa 
menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan 
hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang 
hukumidentik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam 
kehidupan. Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang 
memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang 
dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.31 
Hukum dapat didefenisikan dengan memilih satu dari lima 
kemungkinan, yaitu: sesuai sifat-sifatnya yang mendasar (logis, relijius, atau 
pun etis), menurut sumbernya (undang-undang), menurut efeknya di dalam 
kehidupan masyarakat, menurut metode pernyataan formalnya atau 
pelaksanaan otoritasnya, dan menurut tujuan yang ingin di capainya.32 Adapun 
beberapa defenisi hukum menurut para pakar, sebagai berikut: 
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a. Ceorg Frenzel yang berpaham sosiologi, “hukum hanya merupakan suatu 
rechtgewohnheiten.” 
b. Holmes yang berpaham realis, “hukum adalah apa yang diramalkan akan 
diputuskan oleh pengadilan”. 
c. Paul Bohannan yang berpaham antropologis, “hukum merupakan 
himpunan kewajiban yang telah di lembagakan dalam pranata hukum”. 
d. Karl Von Savigni yang berpaham Historis, “keseluruhan hukum sungguh-
sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan yaitu 
melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. 
e. Emmanuel Kant yang berpaham hukum alam, “hukum adalah keseluruhan 
kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi 
seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum 
umum tentang kemerdekaan”. 
f. Hans Kelsen yang berpaham positivis, “hukum adalah suatu perintah 
memaksa terhadap tingkah laku manusia”.33 
Berdasarkan devinisi dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan 
bahwa hukum merupakan tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan 
tentang perilaku manusia. Hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau 
kaidah-kaidah dalam kehidupan manusia, keseluruhan peraturan tentang 
tingkah laku manusia berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat 
dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.  
 
                                                 




3. Tujuan Hukum  
Para ahli merumuskan tujuan hukum mengemukakan pendapat yang 
berbeda beda, yang akan diuraikan beberapa diantaranya di bawah ini: 
a. Menurut teori etis, hukum hanya semata mata bertujuan mewujudkan 
keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filosof Yunani, 
Aristoteles dalam karyanya Ethica Nicomachea dan Rhetorika yang 
menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi 
kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya. 
b.  Menurut teori utilities, teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham bahwa 
hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. 
Pendapat ini dititikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang 
banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Menurut 
Bentham hakikat kebahagian adalah kenikmatan dan kehidupan yang 
bebas dari kesengsaraan, karenanya maksud manusia melakukan tindakan 
adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan 
mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari baik 
buruknya akibat yang di hasilkan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik 
jika tindakan itu menghasilkan kebaikan sebaliknya, dinilai buruk 
jikamengakibatkan keburukan (kerugiaan). 
c. Teori yuridis dogmatik adalah teori yang bersumber dari pemikiran 
positivitis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu 
yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. 




kepastian hukum, kepastian hukum itu di wujudkan oleh hukum dengan 
sifatnya yang hanya membuat suatuaturan hukum. Menurut penganut teori 
ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan 
tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, 
hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud.34 
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana  
Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, 
terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Masing-masing memiliki arti 
straf artinya pidana dan hukum, baar artinya dapat dan boleh, dan feit 
diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.35 Tindak 
pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang 
kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah 
diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat 
memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan 
masyarakat.36 
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari kalimat “strafbaar 
feit” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana 
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang 
melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH 
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Pidana) sendiri tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang 
dimaksud dengan strafbaarfeit itu sendiri.37 Tindak pidana juga dapat 
diistilahkan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum.  
Kamus bahasa Indonesia mendefinisikan delik adalah perbuatan yang 
dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidana. Teguh Prasetyo, delik yaitu perbuatan yang melanggar 
hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung 
jawab dan pelakunya diancam dengan pidana.38 Moeljatno menggunakan 
istilah perbuatan pidana yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) 
yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.39 
Istilah tindak pidana sebagai terjamahan strafbaarfeit menunjukkan 
pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Seseorang untuk tidak berbuat, 
akan tetapi dengan tidak berbuatnya, orang tersebut telah melakukan tindak 
pidana. Terkait kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, di dalam 
undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUH Pidana, ketentuan dalam 
pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang 
berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka 
ia dapat dikenai sanksi, seperti diketahui istilah strafbaarfeit telah 
diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, 
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umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh 
dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. 
Van Hamel mengartikan strafbaar itu adalah sama dengan perumusan 
Simons, tetapi Van Hamel menambahnya dengan kalimat bahwa kelakuan itu 
harus patut dipidana. Jadi tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar 
hukum dan dapat dikenakan sanksi bagi barang siapa yang melakukannya.40 
Pembentuk undang-undang dalam berbagai perundang-undangan 
menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “strafbaar 
feit” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya 
dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan 
tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai suatu kenyataan yang dapat di 
hukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat di hukum sebenarnya adalah 
manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan. 
Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan 
tertentu yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-
undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh 
seseorang (mampu bertanggung jawab).41 Istilah lain dalam bahasa Indonesia 
sebagai hasil pemikiran ahli hukum di Indonesia, dalam mengganti “strafbaar 
feit” adalah perbuatan yang dapat dihukum, peristiwa pidana, perbuatan 
pidana, dan tindak pidana. 
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Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut di atas, dapat penulis 
simpulkan tentang tindak pidana yaitu tindakan atau perbuatan yang harus 
memenuhi persyaratan-persyaratan atau harus memenuhi atau mengandung 
unsur-unsur yang telah ditetapkan dan digambarkan secara rinci oleh 
ketentuan-ketentuan hingga apabila tindakan atau perbuatan itu tidak 
memenuhi salah satu unsur atau gambaran yang ditetapkan oleh ketentuan 
hukum, maka perbuatan atau tindakan itu bukan tindakan pidana. Jadi 
seseorang dikatakan melakukan tindak pidana adalah adanya perbuatan 
hukum, perbuatan orang tersebut sesuai dengan yang digambarkan ketentuan 
hukum, orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan itu 
bertentangan dengan hukum, dan orangnya harus bersalah.  
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana  
Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dilarang oleh 
aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok 
pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. 
Ancaman (diancam) pidana mengambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu 
dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana 
merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.42  
Menurut Kanter dan Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) 
unsur-unsur tindak pidana, yaitu:  
 
                                                 







c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan. 
d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan 
terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana. 
e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).43 
Tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH 
Pidana) pada umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari 
unsur subjekif dan unsur objektif. Adapun penjelasan dari masing-masing 
unsur sebagai berikut: 
a. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur 
yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di 
mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari, yaitu 
sifat melanggar hukum, kualitas dari si pelaku (misalnya keadaan sebagai 
pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUH 
Pidana atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan 
terbatas di dalam kejahatan Pasal 398 KUH Pidana), dan Kausalitas yaitu 
hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan 
sebagai akibat. 
b. Unsur subjektif, yaitu unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, 
atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalam  
                                                 




hatinya unsur ini terdiri dari: kesengajaan atau ketidaksengajaan, maksud 
pada suatu percobaan (Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana), macam-macam 
maksud (seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, dan sebagainya), merencanakan terlebih dahulu (Pasal 340 
KUH Pidana yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu), 
perasaan takut (Pasal 308 KUH Pidana), dan orang yang mampu 
bertanggung jawab.44 
Unsur-Unsur dalam tindak pidana ini sebenarnya adalah untuk 
melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup 
perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum. Tanpa memandang 
apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya 
sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga, orang yang dapat 
dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokan ke dalam 
beberapa macam yang terlihat pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHAP. 
Pasal 55 KUHAP berbunyi: 
1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 
1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut 
melakukan perbuatan;  
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan 
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, 
ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana 
atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan 
perbuatan. 
2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah 
yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. 
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Pasal 56 KUHAP berbunyi: 
Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 
1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 
2) mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk 
melakukan kejahatan. 
 
Oleh kedua pasal ini diadakan lima golongan peserta tindak pidana, 
yaitu: a) yang melakukan perbuatan (plegen,deder), b) yang menyuruh 
melakukan perbuatan (doen plegen, middelijke deder), c) yang turut serta 
melakukan perbuatan (medeplegen, mededader), d) yang membujuk supaya 
perbuatan dilakukan (uitlokken, uitlokker), dan e) yang membantu perbuatam 
(medeplichting zijn, medeeplichtige).45 Di dalam peristiwa pidana yang dapat 
diartikan sebuah peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat berikut: 
a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan seseorang 
atau sekelompok orang. 
b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-
Undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan 
itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar 
ketentuan hukum. 
d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum 
yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.46 
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Berdasarkan urian di atas, secara umum dapat penulis simpulkan 
bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah adanya niat dari diri pelaku sendiri, 
adanya perbuatan yang mana perilaku yang dapat melawan aturan hukum, 
pelaku yang mana subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang 
dilarang oleh hukum, dan adanya sanksi pidana yang mengatur tentang 
perbuatan atau kejahatan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUH Pidana). 
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana  
Prasetyo membagi jenis-jenis tindak pidana menjadi lima jenis, yaitu 
pelanggaran dan kejahatan, delik formal dan delik material, delik dolus dan 
delik culpa, delik commissionis dan delik omissionis, dan delik aduan dan 
delik biasa (bukan aduan).47 Adapun penjelasan dari masing-masing jenis 
tindak pidana sebagai berikut. 
a. Pelanggaran dan Kejahatan. Perbuatan-perbuatan yang didasari oleh 
masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena Undang-Undang 
menyebutkan sebagai delik. Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar 
dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, 
perbuatann yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum 
dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam 
kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. 
                                                 





b. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil). Delik formal adalah 
delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau 
dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri.  
Tidak dipersalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya 
merupakan aksidentalia (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah 
Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan), dan Pasal 209-210 
(penyuapan). Sebaliknya jika delik materilal titik beratnya pada akibat 
yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, 
bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. 
Contohnya adalah Pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah 
matinya seseorang, caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, 
dan sebagainya. 
c. Delik Dolus dan Delik Culpa. Dolus dan Culpa merupakan bentuk 
kesalahan yang akan dibicarakan tersendiri di belakang. Yang mana delik 
Dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan itu mungkin dengan 
kata-kata yang tegas, dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-
kata lain yang senada, seperti diketahuinya, dan sebagainya. Contohnya 
adalah Pasal 162, 197, 310, 338, dan masih banyak lagi. Sedangkan Delik 
Culpa di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan dengan kata karena 
kealpaanya, misalnya pada Pasal 359, 360, 195. Di dalam beberapa 
terjemahan kadang-kadang dipakai istilah karena kesalahnya. 
d. Delik Commissionis dan Delik Omissionis. Pelanggaran hukum dapat 




yang diharuskan (to commit = melakukan, to omit = meniadakan). Delik 
Commissionis barangkali tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat 
mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya. 
Sendangkan Delik Omissionis dapat kita jumpai pada Pasal 522 (tidak 
dating menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 (tidak 
melaporkan adanya pemufakatan jahat). 
e. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan). Delik aduan (klachdelict) 
dalah tindak pidana yang penuntutanya hanya dilakukan atas dasar adanya 
pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya 
penghinaan, perzinahan, pemerasan. Jumlah delik ini tidak banyak 
terdapat di dalam KUH Pidana. Siapa yang dianggap berkepentingan, 
tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Untu perzinahan 
misalnya, yang berkepentingan adalah suami atau istri yang bersangkutan. 
Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolute, yang 
penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relative 
disini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, 
misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 ayat (2) dan (3)) 
Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis 
tertentu atau mengklafikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan 
kehendak yang menklafikasikan atau mengkelompokan, yaitu menurut dasar 
apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. Maka sesuai 
dengan pendapat Prasetyo jenis tindak pidana terbagi menjadi lima jenis, yaitu 




delik culpa, delik commissionis dan delik omissionis, dan delik aduan dan 
delik biasa (bukan aduan). 
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pengusakan  
1. Pengertian Tindak Pidana Pengusakan 
Perusakan dalam hukum pidana yang dimaksud adalah melakukan 
perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil 
barang itu. Pengrusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang 
yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga 
masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana yang disediakan 
oleh pemerintah lagi.48 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 
“pengrusakan” tidak dapat diartikan sendiri. Namun kata “rusak” berarti sudah 
tidak sempurna (baik, utuh) lagi, juga dapat berarti hancur atau binasa. Jadi, 
pengrusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan menghancurkan atau 
merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang terhadap 
barang orang lain sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi.49 
Tindak pidana pengrusakan terjadi apabila barang yang telah dirusak 
merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat, dengan terjadinya 
pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat. 
Sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Pasal 406 ayat (1) 
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  berbunyi:  “Barang  siapa   dengan  
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sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat 
sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang 
sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-
lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.”  
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengusakan 
Penafsiran mengenai pengrusakan dan batasan-batasan yang termasuk 
kategori tindak pidana pengrusakan agar supaya tindak pidana pengrusakan 
dapat dihukum, Soesilo menguraikan unsur-unsur pengrusakan sebagai 
berikut: 
a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan membuat sehingga 
tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang.  
b. Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja 
dan dengan melawan hukum. 
c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang 
lain.50 
Selain itu, barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai 
bagi masyarakat, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat 
mengganggu ketenangan masyarakat. Sebagaimana aturan-aturan yang telah 
ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 406 KUH 
Pidana, hal ini memang merupakan hasil pengembangan hukum. 
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Kemudian Soesilo menjelaskan lebih lanjut makna Pasal 406 KUH 
Pidana, yakni kata membinasakan sama dengan menghancurkan atau merusak 
sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga sehingga 
hancur, sedang kata merusakkan kurang daripada membinasakan, misalnya 
memukul gelas, cangkir dan sebagainya, tidak sampai hancur, akan tetapi 
hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya, sehingga membuat 
sehingga tidak dapat dipakai lagi, disini harus demikian rupa, sehingga barang 
itu tidak dapat diperbaiki lagi.51  
Ancaman pidananya lebih berat daripada Pasal 406 dan merupakan 
ketentuan khusus dari Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana. Jika pasal-pasal 
sebelumnya hanya ada kata-kata merusak, di sini hanya menghancurkan dan 
membuat tidak dapat dipakai. Kemudian pengrusakan juga dapat dilihat pada 
Pasal 170 KUH Pidana menentukan bahwa barang siapa yang dimuka umum 
bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum 
penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Pengrusakan ringan 
jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 407 KUH Pidana dengan 
pengecualian sebagaimana diterangkan dalam Pasal 407 KUH Pidana ayat (2). 
Ketentuan Pasal 407 KUH Pidana secara tegas menyatakan bahwa 
perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406 KUH Pidana, jika 
harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, 
diancam dengan tindak pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda 
paling banyak enam puluh rupiah. Pada waktu mengusut perkara pengrusakan 
                                                 




ini, polisi senantiasa harus menyelidiki berapakah uang kerugian yang diderita 
oleh pemilik barang yang telah dirusak itu. Bila tidak lebih dari Rp. 
2.500.000,- dikenakan Pasal 407. Adapun unsur-unsur pada Pasal 407 KUH 
Pidana ayat 1 dan 2 jika dirinci adalah sebagai berikut: 
a. Unsur-unsur objektif yang meliputi menghancurkan, merusak, membuat 
tidak dapat dipakai atau menghilangkan. Suatu barang dan seekor hewan 
yang seluruh atau sebagian milik orang lain. Harga kerugian tidak lebih 
dari Rp. 2.500.000,- 
b. Unsur-unsur subjektif yang meliputi dengan sengaja dan melawan hukum. 
Menurut Soesilo memberikan penafsiran Pasal 170 KUH Pidana 
bahwa yang dilarang pasal ini ialah melakukan kekerasan. Kekerasan ini harus 
dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih.52 
Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan 
kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini. Kemudian kekerasan itu 
harus ditujukan kepada orang atau barang dan kekerasan itu harus dilakukan 
di muka umum, karena kejahatan itu memang dimasukkan ke dalam golongan 
kejahatan ketertiban umum. 
Andi Hamzah memberikan penafsiran Pasal 170 KUH Pidana bahwa 
bagian inti atau unsur delik ini adalah melakukan kekerasan, di muka umum 
atau terang-terangan (openlijk), bersama-sama, dan ditujukan kepada orang 
atau barang.53 
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Andi Hamzah menambahkan bahwa yang dilarang ialah perbuatan 
kekerasan yang merupakan tujuan bukan merupakan alat atau daya upaya 
untuk mencapai suatu kekerasan yang dilakukan biasanya merusak barang 
atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya 
barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang, 
misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada 
suatu barang, mengobrak-abrik barang sehingga dagangan berantakan, 
membalikkan kendaraan. Jadi, biasanya kelompok massa atau massa yang 
marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan 
tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka 
bahkan mati. 
Kekerasan yang dilakukan di muka umum disebutkan juga kejahatan 
terhadap ketertiban umum, yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat 
melihat perbuatan kekerasaan tersebut. Kekerasaan yang dilakukan bersama 
orang lain atau kekerasaan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau 
lebih. Kekerasaan yang dilakukan tersebut ditunjukan kepada orang atau 
barang atau hewan, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain. 
3. Faktor-Faktor Terjadinya Tindakan Pengusakan 
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindakan 
pengrusakan didasari hal-hal sulit mengontrol diri sehingga menyebabkan 
seseorang melakukan tindak pidana baik secara perseorangan maupun 
berkelompok. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya suatu pengrusakan 




a. Faktor lingkungan yang dimuat oleh A. Lacassagne dalam buku Soejono 
bahwa lingkungan yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang 
untuk melakukan suatu tindak pidana. Faktor lingkungan yang 
mempengaruhi dampak tersebut dimuat mulai dari lingkungan yang 
memberi kesempatan untuk melakukan tindak pidana, lingkungan 
pergaulan yang memberi contoh menyimpang, dan faktor lingkungan 
ekonomi rendah, kemiskinan, dan kesengsaraan. 
b. Faktor lingkungan pergaulan yang berbeda-beda salah satu pengaruh yang 
sangat besar dalam menentukan suatu kejahatan yang bisa dilakukan. 
Menurut W.A Bonger dalam buku Soejono menyatakan bahwa pengaruh 
lingkungan sangat berpengaruh besar dalam mengikat kepribadian 
seseorang, menjadikan dia seseorang yang baik atau sebaliknya.  
c. Faktor kontrol sosial yang menentukan seseorang dapat melakukan suatu 
tindak pidana atau sebaliknya karena kunci hal tersebut adalah keluarga 
atau masyakarat yang mempunyai kontrol lingkungan yang ketat atau 
disiplin. Oleh karena itu, kemungkinan terjadinya suatu kejahatan tersebut 
kecil. 
d. Faktor keagamaan yang disebabkan terjadinya suatu tindak pidana. 
Seseorang yang jauh dari agama semakin besar kemungkinan untuk 
melakukan kejahatan atau sebaliknya jika sesorang dekat dengan agama 
maka untuk melakukan suatu tindak kejahatan akan kecil.54 
 
                                                 
54 Chazawi, Adami, Op Cit., hlm. 155. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pengrusakan dan Penghancuran 
Benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) mengatur tindak 
pidana pengrusakan dan penghancuran benda. Maksud dari pengrusakan dan 
penghancuran dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap 
barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang tersebut. 
Pengrusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik barang yang 
dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga masyarakat 
tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana yang disediakan oleh 
pemerintah lagi. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang 
bernilai bagi masyarakat, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat 
mengganggu ketenangan masyarakat 
KUH Pidana mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang mengandung 
unsur merusak atau tingkah laku yang mengandung sifat demikian yang telah 
diuraikan di atas terhadap suatu harta benda. Yang dapat dikualifikasikan 
sebagai tindak pidana perusakan terhadap barang. Pengrusakan dalam KUH 
Pidana tergolong dalam kejahatan, terdapat dalam Buku II KUH Pidana, BAB 
V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yaitu pada Pasal 170 dan Bab 
XXVII tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang yang dimulai dari 




Penafsiran Pasal 170 KUH Pidana menurut Soesilo bahwa yang 
dilarang pasal ini ialah melakukan kekerasan. Kekerasan ini harus dilakukan 
bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang 
yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak 
dapat turut dikenakan pasal ini. Kemudian kekerasan itu harus ditujukan 
kepada orang atau barang dan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, 
karena kejahatan itu memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan 
ketertiban umum. Sebagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam 
KUH Pidana Pasal 406 KUH Pidana, merupakan hasil pengembangan hukum. 
Masalah sanksi pidana bagi pelaku pengrusakan sarana umum ditinjau 
menurut Hukum pidana, khususnya penerapan Pasal 406 (1) KUH Pidana 
Indonesia. Pasal 406 ini juga menjadi dasar hukum bagi pelaku pengrusakan 
barang yang melakukan kejahatan.  
Tindak kejahatan dalam bentuk pengrusakan dan penghancuran 
dibedakan mejadi lima macam yaitu: 
1. Penghancuran atau Pengrusakan dalam Bentuk Pokok.  
Tindak pidana penghancuran atau pengrusakan dalam bentuk 
pokok diatur dalam ketentuan Pasal 406 ayat (1), menyatakan: 
a) Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum 
membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi 
atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya 
kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 
8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat 
ribu lima ratus rupiah). 
b) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan 
sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, 
membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan binatang, yang 




Menurut Pasal 406 KUH Pidana, supaya pelaku tindak pidana 
pengrusakan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, maka harus 
dibuktikan: 
a. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga 
tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang. 
b. Bahwa pembinasaan dan sebagainya. itu dilakukan dengan sengaja dan 
dengan melawan hukum. 
c. Bahwa barang itu harus sama sekali/sebagian kepunyaan orang lain. 
Mencermati pembuktian di atas, pelaku dapat dimintakan 
pertanggungjawaban menurut pasal ini tidak saja mengenai barang, tetapi 
juga mengenai "binatang". Apabila unsur-unsur dalam tindak pidana ini 
diuraikan secara terperinci, maka unsur-unsur tindak pidana penghancuran 
atau pengrusakan dalam bentuk pokok, sebagai berikut: 
a. Unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana: 
1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi: 
a) Barangsiapa; 
b) Secara melawan hukum; 
c) Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau 
menghilangkan; 
d) Suatu barang; dan 
e) yang seluruh atau sebagian milik orang lain. 
2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi dengan sengaja, dan 




b. Unsur-unsur dalam Pasal 406 ayat (2) KUH Pidana: 
1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi: 
a) Barang siapa; 
b) Secara melawan hukum;  
c) Membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau 
menghilangkan; 
d) Seekor binatang; dan 
e) Yang seluruh atau sebagian atau sebagian milik orang lain. 
2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi: 
a) Dengan sengaja, dan 
b) Secara melawan hukum. 
2. Penghancuran atau Pengrusakan Ringan 
Jenis tindak pidana penghancuran atau pengrusakan ringan diatur 
dalam ketentuan Pasal 407 KUH Pidana dengan pengecualian 
sebagaimana diterangkan dalam Pasal 407 ayat (2) KUH Pidana. Untuk 
lebih jelasnya berikut ini akan dikemukakan bunyi Pasal tersebut. 
Ketentuan Pasal 407 KUH Pidana secara tegas menyatakan: 
a. Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga 
kerugian yang disebabkan tidak lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima 
puluh rupiah), diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan 
atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) 
b. Jika perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406 ayat kedua itu 
dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa 
atau kesehatan, atau jika hewan termasuk yang tersebut dalam Pasal 





Pada waktu mengusut perkara pengrusakan ini polisi senantiasa 
harus menyelidiki berapakah uang kerugian yang diderita oleh pemilik 
barang yang telah dirusak itu. Bila tidak lebih dari Rp. 250,- dikenakan 
Pasal 407. Demikian pula jika binatang yang dibunuh itu bukan hewan 
(Pasal 101), atau alat untuk membunuh dsb. binatang itu bukan zat yang 
dapat merusakkan nyawa atau kesehatan. Adapun unsur-unsur pada Pasal 
407 ayat (1) dan (2) KUH Pidana jika dirinci adalah sebagai berikut:  
a. Unsur-unsur Pasal 407 ayat (1) KUH Pidana yaitu: 
1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi: 
a) Menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau 
menghilangkan; 
b) Suatu barang, dan seekor hewan; 
c) yang seluruh atau sebagian milik orang lain; dan  
d) harga kerugian tidak lebih dari Rp 250,- 
2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi: 
a) Dengan sengaja, dan 
b) Melawan hukum 
b. Unsur-unsur dalam Pasal 407 ayat (2) KUH Pidana, yaitu: 
1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi: 
a) Membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau 
menghilangkan, 




c) Tidak menggunakan zat yang membahayakan nyawa atau 
kesehatan;  
d) Hewan tidak termasuk hewan yang tersebut dalam Pasal 101; 
e) Yang seluruh atau sebagian atau sebagian milik orang lain. 
2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi: 
a) Dengan sengaja, dan 
b) Secara melawan hukum 
3. Penghancuran atau Perusakan Bangunan Jalan Kereta Api, Telegraf, 
Telepon dan Listrik  
Tindak pidana penghancuran atau perusakan bangunan jalan kereta 
api, telegraf, telepon dan listrik (sesuatu yang digunakan untuk 
kepentingan umum) diatur dalam ketentuan Pasal 408 KUH Pidana yang 
menyatakan:  
“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, 
merusakkan atau membikin tidak dapat dipakai bangunan-bangunan, 
kereta api, trem, telegram, telpon atau litrik, atau bangunan-bangunan 
untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air atau 
rel yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana paling 
lama empat tahun.” 
 
Pembinasaan atau pengrusakan barang disini hanya mengenai 
barang-barang biasa kepunyaan orang lain. Jika yang dirusakkan itu 
bangunan-bangunan jalan kereta api, telegraf, atau sarana pemerintah lain. 
Yang dipergunakan untuk kepentingan umum, dikenakan Pasal 408. Dapat 
dipahami dari bunyi Pasal di atas, karena dilakukan pada benda-benda 




diperberat menjadi selama-lamanya empat tahun. Unsur-unsur yang 
terdapat dalam ketentuan Pasal 408 KUHP adalah: 
a. Unsur-unsur obyektif, yang meliputi: 
1) Menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai; 
2) Bangunan jalan kereta api, bangunan jalan trem, bangunan 
telegram, listrik atau bangunan telepon; dan  
3) Bangunan-bangunan yang digunakan untuk membendung air, 
membagi air, menyalurkan keluar air, atau selokan-selokan, pipa-
pipa gas dan air yang dipergunakan untuk kepentingan umum. 
b. Unsur-unsur subyektif, yang meliputi unsur dengan sengaja. 
4. Penghancuran atau Pengrusakan Tidak Dengan Sengaja 
Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 409 KUH 
Pidana yang menyatakan:  
“Barangsiapa yang karena kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan 
tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan, atau dibikin tidak 
dapat dipakai diancam dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)” 
 
Jenis tindak pidana dalam Pasal 409 adalah merupakan delik culpa 
atau tindak pidana karena kealpaan. Apabila pada perbuatan tersebut tidak 
ada unsur kesengajaan, tetapi hanya culpa atau kurang berhatihati, maka 
menurut pasal di atas hukumannya diringankan menjadi kurungan selama-
lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.500,-. Unsur-





a. Unsur-unsur obyektif, yang meliputi: 
1) Menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai; 
2) Bangunan jalan kereta api, bangunan jalan trem, bangunan 
telegram, listrik atau bangunan telepon; dan 
3) Bangunan-bangunan yang digunakan untuk membendung air, 
membagi air, mnyalurkan keluar air, atau selokanselokan, pipa-
pipa gas dan air yang dipergunakan untuk kepentingan umum. 
b. Unsur-unsur subyektif, yang meliputi kealpaan/tidak sengaja.  
5. Penghancuran atau Pengrusakan terhadap Bangunan dan Alat 
Pelayaran 
Tindak pidana penghancuran atau pengrusakan terhadap bangunan 
dan alat pelayaran diatur dalam ketentuan Pasal 410 KUH Pidana yang 
menyatakan: 
“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan atau 
membikin tak dapat dipakai, suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau 
sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 
lima tahun”. 
 
Pasal tersebut mengancam dengan maksimum hukuman penjara 
lima tahun yaitu bagi orang-orang yang dengan sengaja dan dengan 
melanggar hukum melakukan penghancuran atau pengrusakan barang 
tersebut dalam Pasal di atas. Maksud dari si pelaku tidaklah perlu 
ditujukan terhadap sifat perbuatan yang melawan hukum dan cukuplah 
bila perbuatan itu telah dilakukan dengan sengaja dan perbuatan itu adalah 




mengindikasikan bahwa unsur yang terakhir itu tidak diliputi oleh unsur 
yang pertama. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 410 KUH Pidana adalah: 
a. Unsur-unsur obyektif, yang meliputi: 
1) Menghancurkan atau membuat tak dapat dipakai; 
2) Suatu bangunan gedung atau alat pelayaran; dan 
3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. 
b. Unsur-unsur subyektif, yang meliputi dengan sengaja dan 
melawan hukum.  
Pasal 411 KUH Pidana berbunyi: 
“Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi kejahatan yang diterangkan dalam bab 
ini.  
 
Adapun ketentuan Pasal 367 adalah: 
a. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini 
adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak 
terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka 
terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan 
pidana. 
b. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau 
terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, 
baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka 
terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada 




c. Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh 
orang lain daripada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di 
atas, berlaku juga bagi orang itu. 
Merusak barang dalam kalangan kekeluargaan tunduk pada Pasal 
367 jo. 411 yaitu antara lain merupakan delik aduan. Tindak pidana dari 
title XXVII ini menjadi relative klachtdelict seperti halnya pencurian. 
Pasal 412 KUH Pidana berbunyi: 
“Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan oleh 
dua orang atau lebih dengan bersekutu, maka pidana ditambah sepertiga, 
kecuali dalam hal tersebut Pasal 407 ayat pertama.” 
 
Jika pengrusakan barang itu dilakukan oleh dua orang atau lebih 
bersama-sama, diancam hukuman yang lebih berat, yaitu maksimum 
hukuman ditambah dengan sepertiga. Adapun unsur-unsur dari Pasal 412 
serupa dengan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 406, hanya saja yang 
membedakan adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu. 
Kemudian pengrusakan juga dapat dilihat pada Pasal 170 KUHP 
menentukan bahwa:  
 “Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan 
terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun 
enam bulan” 
 
Penafsiran Pasal 170 KUH Pidana bahwa yang dilarang pasal ini 
ialah melakukan kekerasan. Kekerasan ini harus dilakukan bersama-sama, 
artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang 




dapat turut dikenakan pasal ini. Kemudian kekerasan itu harus ditujukan 
kepada orang atau barang dan kekerasan itu harus dilakukan di muka 
umum, karena kejahatan itu memang dimasukkan ke dalam golongan 
kejahatan ketertiban umum. 
Berdasarkan pembahasan terkait pengaturan hukum tindak pidana 
pengrusakan dan penghancuran benda dalam kitab undang-undang hukum 
pidana diatur dalam Buku II KUH Pidana, BAB V tentang Kejahatan 
terhadap Ketertiban Umum yaitu pada Pasal 170 dan Bab XXVII tentang 
Menghancurkan atau Merusakkan Barang yang dimulai dari Pasal 406 
sampai Pasal 412 KUH Pidana. Pengrusakan dalam KUH Pidana 
tergolong dalam kejahatan, adapun bentuk-bentuk tindak pidana 
pengrusakan dan penghancuran dibedakan atas lima bentuk, antara lain: 
penghancuran atau pengrusakan dalam bentuk pokok (Pasal 406), 
penghancuran atau pengrusakan ringan (Pasal 407), penghancuran atau 
pengrusakan bangunan jalan kereta api, telegram (Pasal 408), 
penghancuran atau pengrusakan tidak dengan sengaja (Pasal 409), dan 
penghancuran atau pengrusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran 
(Pasal 410 KUHP). 
B. Penerapan Hukum Tindak Pidana Menghancurkan dan Merusak Barang 
Milik Orang Lain Tanpa Memiliki Hak Pada Putusan Nomor 38/Pid.B/ 
2019/PN Slw 
KUH Pidana mengatur hukum tindak pidana pengrusakan dan 




bahasan ini penulis akan membahas penerapan hukum tindak pidana 
menghancurkan dan merusak barang milik orang lain tanpa memiliki hak pada 
putusan nomor 38/Pid.B/2019/PN Slw. Pada kasus tersebut Terdakwa 
dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“tanpa hak menghancurkan dan merusak barang milik orang lain”. 
Sebelum membahas mengenai tepat atau tidaknya penerapan hukum 
tindak pidana tersebut, penulis terlebih dahulu akan menguraikan posisi kasus, 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Penuntut Umum, dan Amar Putusan 
pada putusan nomor 38/Pid.B/2019/PN Slw.  
1. Kasus Posisi 
Terdakwa atas nama Teguh Santoso Bin Kaswad pada awalnya 
dengan saksi korban atas nama Darus bin Sunadi terjadi cek-cok karena 
ada permasalahan diantara keduanya, kemudian terdakwa masih merasa 
emosi. Oleh karena itu, pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira 
pukul 03.30 wib terdakwa melampiaskan emosinya tersebut. Awalnya 
terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk menemuinya. Namun saksi 
korban sedang tidak ada dirumahnya karena sedang melaksanakan tugas 
pekerjaannya sebagai penjaga malam.  
Karena tidak berhasil menemui saksi korban, terdakwa semakin 
merasa emosi, lalu terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban 
yang terparkir di depan rumahnya, lalu timbul niat terdakwa untuk 
membakar sepeda motor Suzuki Sogun tersebut. Terdakwa kemudian 




lebih dulu menumbangkan sepeda motor sehingga bensin yang ada di 
dalam tanki bensin keluar dan membakarnya dengan menggunakan korek 
api warna biru merk G 2000 milik terdakwa sehingga sebagian jok dan 
tangki bensin terbakar. Selanjutnya terdakwa langsung merusak kaca 
jendela rumah bagian depan dan bagian kamar serta merusak 2 (dua) 
bolam lampu teras rumah korban merk TIKI dengan cara di hantam atau 
dipukul dengan bambo yang panjangnya sekira kl. 3 meter dengan 
diatemer 8 cm yang terdakwa temukan disekitar rumah tersebut. 
Kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Saripah dan saksi 
Warudin, kemudian saksi Warudin menyuruh terdakwa untuk pulang dan 
saksi Warudin memadamkan api yang membakar sebagian sepeda motor 
milik saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban 
mengalami kerugian sejumlah sekira Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). 
Berdasarkan posisi kasus tersebut seperti yang jelaskan pada bab 
sebelumnya bahwa perusakan dalam hukum pidana yang dimaksud adalah 
melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa 
mengambil barang itu. Mencemati devinisi tersebut, maka perbuatan 
terdakwa Teguh Santoso Bin Kaswad diduga sebuah tindak pidana 
pengrusakan, dimana tindakan terdakwa pada tempat, waktu dan keadaan 
tertentu telah melakukan pengrusakan dan penghancuran yaitu dengan cara 
membakar sepeda motor Suzuki Sogun dan merusak kaca jendela rumah 
bagian depan dan kamar serta merusak dua bolam lampu teras milik 




(Tiga juta rupiah), tindakan tersebut merupakan tindakan yang dilarang 
dan diancam pidana oleh undang-undang. 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum  
Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan 
perkara dalam sidang di pengadilan. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut 
Umum harus bersikap cermat dan teliti terutama yang berkaitan dengan 
penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi 
kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat 
dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan. Jaksa 
Penuntut Umum juga harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak 
pidana/delik yang didakwakan secara jelas, dalam artian rumusan unsur-
unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian 
fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. 
Terdakwa dalam perkara nomor 38/Pid.B/2019/PN Slw telah 
didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana 
diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk-PDM-
03/Slw/03/2019 yang selengkapnya berbunyi: 
a. Kesatu  
Terdakwa Teguh Santoso Bin Kaswan, pada hari Kamis tanggal 24 
Januari 2019 sekira pukul 03.30 wib atau di waktu-waktu lain dalam 
tahun 2019 bertempat di Desa Prupuk Selatan Kec. Margasari Kab. 
Tegal, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri 




menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang jika karena 
perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang berupa 1 (satu) unit 
Spm Suzuki sogun warna hitam dengan Nopol: G-6135-JP, Noka: 
MH8FD125X5J59525, Nosin: F403-ID570249. Perbuatan tersebut 
terdakwa lakukan dengan cara-cara seperti yang telah diuraikan pada 
kasus posisi. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP. 
b. Kedua  
Terdakwa Teguh Santoso Bin Kaswan, pada hari Kamis tanggal 24 
Januari 2019 sekira pukul 03.30 wib atau di waktu-waktu lain dalam 
tahun 2019 bertempat di Desa Prupuk Selatan Kec. Margasari Kab. 
Tegal, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri 
Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja 
dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak 
dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang yangseluruhnya atau 
sebagian milik orang lain yaitu milik saksi Darus Bin Sunadi atau 
setidak-tidaknya bukan milik terdakwa. Perbuatan tersebut terdakwa 
lakukan dengan cara-cara seperti yang telah diuraikan pada kasus 
posisi. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP. 
Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa 
diajukan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu: 




dakwaan berupa alternatif, maka dalam menutuskan perkara ini, hakim 
tidak perlu untuk mempertimbangkan keseluruhan dakwaan, akan tetapi 
dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan.  
3. Tuntutan Penuntut Umum  
Tuntutan Penuntut Umum merupakan permohonan Penuntut 
Umum kepada Majelis Hakim ketika hendak mengadili suatu perkara. 
Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum perkara nomor 38/Pid.B/ 
2019/PN Slw, pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini 
memutuskan : 
a. Menyatakan bahwa terdakwa Teguh Santoso Bin Kaswan, telah 
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “Pengrusakan Barang“ melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP 
sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;  
b. Menghukum terdakwa Teguh Santoso Bin Kaswan dengan pidana 
penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam 
tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan; 
c. Menyatakan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) unit Spm Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol: G-
6135-JP, Noka: MH8FD125X5J59525, Nosin: F403-ID570249, 




- 1 buah korek api warna biru merk G 2000, 1 batang bambu 
panjang 3 meter berdiameter 8 cm, sebagian pecahan kaca, 2 buah 
pecahan bohlam lampu merk TIKI, Dirampas untuk dimusnahkan; 
d. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara 
sejumlah Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah). 
4. Amar Putusan  
Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” 
pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; 
penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta 
cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.55 
Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUH Pidana adalah 
pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang 
dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum 
dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. 
Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan 
hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Adapun dalam 
perkara nomor 38/Pid.B/ 2019/PN Slw, majelis hakim memutuskan: 
a. Menyatakan Terdakwa Teguh Santoso Bin Kaswan, telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA 
HAK MENGHANCURKAN DAN MERUSAK BARANG MILIK 
ORANG LAIN”; 
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b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 4 (Empat) Bulan; 
c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 
oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
d. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
e. Menetapkan agar barang bukti berupa : 
- 1 (satu) unit Spm Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol: G-
6135-JP, Noka: MH8FD125X5J59525, Nosin: F403-ID570249, 
Dikembalikan kepada Saksi Darus Bin Sunardi; 
- 1 buah korek api warna biru merk G 2000, 1 batang bamboo 
panjang 3 meter berdiameter 8 cm, sebagian pecahan kaca, 2 buah 
pecahan bohlam lampu merk TIKI, Dirampas untuk dimusnahkan; 
f.  Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara 
dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; 
Keputusan hakim diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 
dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, 
oleh Hakim Ketua, dan dua orang sebagai Hakim Anggota. Putusan 
tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang 
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim 
Anggota tersebut dengan didampingi Panitera Pengganti pada Pengadilan 
Negeri Slawi dan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri 





Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dari putusan Pengadilan 
Negeri Slawi nomor 38/Pid.B/2019/PN Slw di atas, Terdakwa didakwa 
dengan dakwaan alternatif, yaitu: Pasal 187 ayat (1) atau Pasal 406 ayat (1) 
KUH Pidana. Oleh karena dakwaan berupa alternatif, maka menjadi 
kewenangan dan keleluasaan hakim memilih salah satu dakwaan yang paling 
sesuai untuk diterapkan dengan perbuatan terdakwa dihubungkan dengan 
fakta-fakta yang terungkap di persidangan.  
Penerapan hukum suatu tindak pidana harus sesuai dengan aturan 
perundang-undangan yang berlaku untuk menegakkan hukum. Tolak ukur 
penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan sesuatu keadilan hukum, 
untuk menciptakan suatu keadilan hukum diperlukan metode dengan 
berlandaskan pada suatu etika profesi dan moralitas pengembang profesi itu 
sendiri.56 Pada asasnya, putusan pemidanaan atau “veroordelling” dijatuhkan 
oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan 
perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan 
terdakwa dapat dipidana.57 Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) 
KUHAP bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan 
menjatuhkan pidana. 
Sebelum majelis hakim memilih dakwaan untuk diterapkan, majelis 
hakim terlebih dahulu memperoleh keyakinan bahwa terdakwa melakukan 
                                                 
56 Sunarso, Siswanto, Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi, Jakarta: 
Rajawali Pers, 2015, hlm. 264. 
57 Effendi, Tolib, Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan 




perbuatan yang didakwakan sehingga perlu adanya pembuktian. Proses 
pembuktian pada hakikatnya lebih dominan pada sidang pengadilan guna 
menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi 
keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat 
memberikan putusan dengan adil. Untuk membuktikan dalil dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum dalam perkara nomor nomor 38/Pid.B/2019/PN Slw, Jaksa 
Penuntut umum mengajukan bukti 2 (dua) oran saksi, yaitu Darus bin Sanadi 
dan Warudin bin Juwad. Kedua saksi tersebut masing-masing telah disumpah 
menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan yang telah 
dibenarkan oleh Terdakwa.  
Terdakwa di dalam persidangan juga menerangkan yang pada 
pokoknya bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengrusakan 
rumah dan pembakaran sepeda motor milik Darus tetangga terdakwa pada hari 
Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di rumah 
Darus, Desa Prupuk Selatan Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. 
Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta memohon 
ampun kepada saksi korban, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya 
dan akan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya.  
Selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, di persidangan 
juga diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa 
1 (satu) unit Spm Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol: G-6135-JP 
Noka: MH8FD125X5J59525, Nosin: F403-ID570249 dan 1 (satu) buah korek 




cm, sebagian pecahan kaca, 2 buah pecahan bohlam lampu merk TIKI. Barang 
bukti tersebut juga telah diakui keberadaannya baik oleh Para Saksi dan 
Terdakwa.  
Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang 
bukti yang diajukan di persidangan, satu dengan yang lainnya saling 
bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa 
merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Awal mulanya Terdakwa rebut 
dengan Saksi Darus karena Saksi Darus menegur Terdakwa memotong besi 
milik PT. Prima Logam dan akan melaporkan ke Bos PT. Prima Logam. 
Terdakwa marah kemudian mendorong Saksi Darus selanjutnya Terdakwa 
memukul Saksi Darus dan Saksi Darus melawan kemudian dipisah oleh 
teman-teman Terdakwa. Selanjutnya Saksi Darus menjauh dari Terdakwa. 
Oleh karena Terdakwa masih marah lalu malam hari itu juga Terdakwa 
datangi rumah Saksi Darus tetapi tidak bertemu dengan Saksi Darus. 
Terdakwa hanya mendapati ada sepeda motor milik Saksi Darus kemudian 
Terdakwa keluarkan bensinnya dan Terdakwa membakar sepeda motor 
tersebut. Terdakwa mengakui telah melakukan pengrusakan rumah dan 
pembakaran sepeda motor milik Darus tetangga terdakwa pada hari Kamis 
tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di rumah Darus, 
Desa Prupuk Selatan Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. 
Terdakwa membakar sepeda motor Suzuki Shogun tersebut dengan 
cara Terdakwa memiringkan/menggulingkan Sepeda Motor tersebut terlebih 




Terdakwa buka tangki bensin hingga bensin tersebut keluar yang selanjutnya 
Terdakwa mengambil korek kemudian Terdakwa menyulut bensin yang keluar 
dari Sepeda Motor dengan menggunakan korek setelah itu Sepeda Motor 
terbakar. Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara mengambil bambu 
lalu Terdakwa pukulkan ke arah kaca depan rumah, kaca jendela kamar depan 
dan ke arah bohlam lampu hingga pecah dan terhadap ayam jago milik Saksi 
Darus Terdakwa ambil dan Terdakwa pukulkan ke tembok rumah Saksi Darus 
hingga ayam tersebut mati. 
Kondisi Sepeda motor Suzuki Shogun milik Saksi Darus tersebut 
terbakar pada sebagian jok dan terbakar pada sebagian box dalam motor dan 
Kondisi rumah saat ini rusak pada bagian kaca jendela depan depan dan kaca 
jendela bagian kamar pecah. Barang bukti bambu yang digunakan terdakwa 
untuk merusak rumah saksi korban adalah milik saksi korban yang biasa 
digunakan untuk menyangga pohon pisang yang ada dilokasi kejadian dan 
korek api yang ditunjukkan adalah milik terdakwa yang dipergunakan untuk 
membakar sepeda motor milik saksi korban.  
Kedua saksi yang memberikan keterangan di penyidik dan seluruh 
keterangannya adalah benar. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali 
perbuatannya, di depan persidangan memohon ampun kepada saksi korban 
dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta akan memperbaiki 
kerusakan yang ditimbulkan. Terdakwa belum pernah dihukum. Mencermati 
fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan perbuatan terdakwa dapat 




Hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap 
pembuktian, alat-alat bukti, dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek 
sebagai berikut: 
1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti. 
2. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang 
didakwakan kepadanya. 
3. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan itu. 
4. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. 
Mencermati hal tersebut di atas, maka menerapkan hukum tindak 
pidana menghancurkan dan merusak barang milik orang lain tanpa hak pada 
perkara nomor nomor 38/Pid.B/2019/PN Slw, majelis hakim harus 
mempertimbangkan unsur-unsur dari dalil dakwaan penuntut umum. Seperti 
yang telah diketahui bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut 
Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu: 
Dakwaan Kesatu : Pasal 187 ayat (1) KUHP; atau 
Dakwaan Kedua : Pasal 406 ayat (1) KUHP. 
Oleh karena dakwaan merupakan dakwaan alternatif maka Majelis 
Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan keseluruhan dakwaan dan akan 
memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan, dimana 
Majelis Hakim dalam perkara tersebut mempertimbangkan dakwaan Kedua 






1. Barang siapa. 
Undang-undang tidak secara tegas memberika pengertian apa yang 
dimaksudkan dengan unsur “Barangsiapa”, namun menuru doktrin, 
“Barangsiapa” selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung 
hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (natuurlijke persoon) maupun 
bada hukum (Rechts persoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban 
tanpa kecual yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-
tindakannya. 
“Barangsiapa” yang dimaksudkan disini, adalah oran pribadi 
(natuurlijke persoon) atau orang tersebut dilahirkan ke dunia ini sebaga 
subyek hukum), diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapa 
dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah 
melakukan suatu perbuatan pidana. Dalam persidangan telah dihadapkan 
Terdakwa yaitu Terdakwa Teguh Santoso Bin Kaswan dengan jati diri 
sebagaimana pada awar putusan, yang diduga telah melakukan suatu 
tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan 
rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan 
kepadanya, maka dengan demikian unsu “Barangsiapa” telah terpenuhi. 
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, 
membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang 
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. 
Mengenai unsur “menghancurkan, merusakkan, membuat 




alternatif/pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan 
tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah 
terpenuhi/terbukti yaitu Majelis cukup dengan memilih yang cocok dan 
sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan. 
Maksud dari kata “dengan sengaja” adalah mengetahui dan 
menghendaki, dimana orang yang dengan sengaja melakukan suatu 
perbuatan pastilah orang tersebut tahu dan menghendaki terjadinya 
perbuatan tersebut maupun akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan yang 
dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau melanggar hak 
orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. 
Selanjutnya yang dimaksud “barang” disini adalah barang yang terangkat 
maupun tidak terangkat, namun binatang tidak termasuk pengertian barang 
disini, dimana mengenai pembinasaan/pengrusakan barang disini hanya 
mengenai barang-barang biasa kepunyaan orang lain, bukan termasuk 
bangunan-bangunan, jalan kereta api dan lainnya yang dipergunakan untuk 
kepentingan umum, sedangkan yang dimaksud dengan “Yang sama sekali 
atau sebagian kepunyaan orang lain”, adalah benda/barang yang diambil 
tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi 
bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku 
sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini. 
Atas dasar fakta yang terjadi di persidangan yang telah terungkap 




terdakwa mengetahui perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut 
yaitu melawan hukum dalam arti bertentangan dengan perundang-
undangan dan melanggar hak orang lain, dimana akibat perbuatannya itu 
menyebabkan sepeda motor Saksi Korban dan jendela kaca rumah saksi 
korban rusak hingga tidak dapat dipakai/dipergunakan lagi, dengan 
demikian unsur ini telah terpenuhi. Dengan demikian terdakwa telah 
memenuhi seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga 
Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menghancurkan 
dan merusak barang milik orang lain” sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan kedua 
Penuntut Umum. 
Berdasarkan hasil analisis penulis, maka dapat disimpulkan bahwa 
penerapan hukum tindak pidana menghancurkan dan merusak barang milik 
orang lain tanpa memiliki hak pada putusan nomor 38/Pid.B/2019/PN Slw 
sudah tepat dan sesuai serta didasarkan pada alat bukti yang sah berupa 
keterangan saks-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sehingga didapat 
fakta-fakta yang terungkap, serta terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 
yang didakwakannya. Adapun penerapan hukum tindak pidana 
menghancurkan dan merusak barang milik orang lain tanpa memiliki hak pada 
putusan nomor 38/Pid.B/2019/PN Slw yaitu dengan Pasal 406 Ayat (1) 
KUHP, bahwa perbuatan terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum 




menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain 
yaitu milik saksi Darus Bin Sunadi atau setidak-tidaknya bukan milik 
terdakwa.  
Menurut penulis, pertimbangan ataupun penilaian-penilaian hakim 
dalam perkara ini sudah obyektif, telah berdasarkan fakta yang terungkap 
dipersidangan. Hakim telah melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-
undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 
menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, 
dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat. Meskipun perbuatan terdakwa merugikan saksi Daus bin Sunadi, 
namun hakim juga mempertimbangkan keadaan-keadaan terdakwa, seperti 
terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di 
pengadilan, dan telah memohon maaf kepada saksi korban Darus bin Sunadi 
yang merupakan tetangganya. Di depan persidangan saksi korban telah 
memaafkan dengan syarat memperbaiki kerusakan dan terdakwa melalui ayah 
kandungnya telah memperbaiki sebagian kerusakan yaitu kerusakan jendela 
dan kaca depan rumah serta bolam lampu rumah saksi Darus Bin Sunadi.  
Saksi pidana dalam perkara ini lebih ringan dari tuntutan Penuntut 
Umum yaitu pidana penjara 4 (empat) bulan, dimana tuntutan Penuntut Umum 
adalah 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan. Artinya 
bahwa hakim betul-betul memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan itu, 
karena salah satu tujuan pemidanaan, yang tidak harus semata-mata bersifat 




(teori relatif). Disini, yang harus diketahui adalah bahwa penjatuhan sanksi 
pidana bukanlah semata-mata sebagai upaya pembalasan (teori absolut) dari 
akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh terpidana, namun ada upaya 
perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat yang ditujukan dengan saksi 







A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pengaturan hukum tindak pidana pengrusakan dan penghancuran benda 
dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur dalam Buku II KUH 
Pidana, BAB V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yaitu pada 
Pasal 170 dan Bab XXVII tentang Menghancurkan atau Merusakkan 
Barang yang dimulai dari Pasal 406 sampai Pasal 412 KUH Pidana. 
Pengrusakan dalam KUH Pidana tergolong dalam kejahatan, adapun 
bentuk-bentuk tindak pidana pengrusakan dan penghancuran dibedakan 
atas lima bentuk, antara lain: penghancuran atau pengrusakan dalam 
bentuk pokok (Pasal 406), penghancuran atau pengrusakan ringan (Pasal 
407), penghancuran atau pengrusakan bangunan jalan kereta api, telegram 
(Pasal 408), penghancuran atau pengrusakan tidak dengan sengaja (Pasal 
409), dan penghancuran atau pengrusakan terhadap bangunan dan alat 
pelayaran (Pasal 410 KUHP). 
2. Penerapan hukum tindak pidana menghancurkan dan merusak barang 
milik orang lain tanpa memiliki hak pada putusan nomor 38/Pid.B/ 
2019/PN Slw sudah tepat dan sesuai serta didasarkan pada alat bukti yang 
sah berupa keterangan saks-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti 




memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakannya. Adapun penerapan 
hukum tindak pidana menghancurkan dan merusak barang milik orang lain 
tanpa memiliki hak pada putusan nomor 38/Pid.B/2019/PN Slw yaitu 
dengan Pasal 406 Ayat (1) KUHP, bahwa perbuatan terdakwa telah 
terbukti tanpa hak menghancurkan dan merusak barang milik orang lain. 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis 
memberikan beberapa saran sebagai berikut:  
1. Hakim dalam menerapkan dan memutuskan suatu perkara wajib menggali, 
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 
dalam masyarakat. Karena hakim bukan saja penegak hukum, tetapi juga 
penegak keadilan sesuai amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
2. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, harus selalu memperhatikan apa 
sebenarnya tujuan pemidanaan itu, yang tidak hanya mutlak sebagai 
pembalasan (teori absolut) dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa, 
tetapi juga memperhatikan masa-masa yang akan datang terdakwa dan 
upaya perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat (teori relatif). 
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